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AbstrakPengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yangsangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatukebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yangsaat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkankapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Daerahmemainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkatdaerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerahmenjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan programpemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untukmenunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalansecara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demioptimalisasi tugas serta tanggungjawab. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kinerja dari Inspektoratdaerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan efektif. Hal inidiindikasikan dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitasSumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasaranapendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Kinerja, Inspektorat Daerah

Abstract
Supervision is an important element in the process of government management, supervision has a very strategic role
for public accountability in governance and development through a comprehensive monitoring policy and fostering, it
is expected that the current public administration capability is considered weak and has problems, especially in the
field of supervisory control, can be increased capacity in order to build a more competitive bureaucratic
infrastructure. The Regional Inspectorate plays a very important role for the progress and success of local government
and regional apparatus in organizing local government to achieve the goals and objectives. The Regional Inspectorate
becomes the pillar which has the duty of supervisor as well as the guard in the implementation of local government
program which is arranged and contained in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). To support the
implementation of the tasks of the Regional Inspectorate in performing supervisory functions can run maximally,
required a more intensive and optimal performance of the Regional Inspectorate for the optimization of duties and
responsibilities. Based on the results of the analysis that the performance of the Regional Inspectorate in performing
supervisory functions in Serdang Bedagai Regency has not been effective. This is indicated by the proof that the
independence of the Inspectorate has not been seen, the quality and quantity of Human Resources Apparatus of
inadequate supervision and the availability of supporting facilities and supporting infrastructure such as internet
network.
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PENDAHULUANPengawasan pada hakekatnyamerupakan fungsi yang melekat pada seorangpemimpin atau top manajemen dalam setiaporganisasi, sejalan dengan fungsI-fungsi dasarmanajemen lainnya yaitu perencanaan danpelaksanaan. Demikian halnya dalamorganisasi pemerintah, fungsi pengawasanmerupakan tugas dan tanggung jawab seorangkepala pemerintahan, seperti di lingkuppemerintah provinsi merupakan tugas dantanggung jawab gubernur sedangkan dipemerintah kabupaten dan kota merupakantugas dan tanggung jawab bupati danwalikota. Namun karena katerbatasankemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggungjawab pimpinan tersebut diserahkan kepadapembantunya yang mengikuti alur distribution
of power sebagaimana yang diajarkan dalamteori-teori organisasi modern.Strategi Pembangunan Indonesia yangdiarahkan untuk membangun Indonesiadisegala bidang yang merupakan perwujudandari amanat yang tertera jelas dalamPembukaan Undang-Undang Dasar 1945terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyatdan penciptaan landasan pembangunan yangkokoh.Peran pengendalian dan pengawasansangat penting untuk pencapaian keberhasilandan kemajuan organisasi. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan Pertanggungjawaban KeuanganNegara, menyatakan bahwa pemeriksaanadalah proses identifikasi masalah danevaluasi yang dilakukan secara independent,obyektif, dan profesional berdasarkan standarpemeriksaan untuk menilai kebenaran,kecermatan, kredibilitas, dan keandalaninformasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.Sejak penegakan hukum terhadappelaku korupsi terutama dari dana yangbersumber dari APBD maupun APBN semakingencar, maka peranan inspektorat semakin

ditingkatkan. Inspektorat diharapkan tidakmenjadi instansi yang selalu mencarikesalahan meskipun kesalahan tersebutsangat kecil yang dapat menyebabkan instansiteknis menjadi tidak nyaman. Hasilpemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK RI), secara umum menyatakan bahwabesarnya tingkat kebocoran penggunaan danayang bersumber dari APBD dan APBNdiakibatkan oleh lemahnya pengendalian danpengawasan internal.Pengawasan di lingkunganpemerintahan dilaksanakan oleh aparatpengawasan ekstern pemerintah, yaitu BPK RIdan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) yang terdiri atas BPKP, InspektoratJenderal Departemen, Unit PengawasanKementerian/LPND serta InspektoratProvinsi, Kabupaten dan Kota. Hal inimenunjukkan bahwa jumlah lembagapengawasan yang banyak tersebut tidakdiikuti dengan kinerja yang diharapkan.Pengawasan tidak dapat dilaksanakan secaraefektif dan efisien, ditunjukkan dengan tetapterjadinya penyimpangan yang berulang-ulang, dalam bentuk kerugian negara,rendahnya keberhasilan dan efisiensipelaksanaan kegiatan yang diawasi sertaterjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaanpengawasan. Hal ini berarti bahwa peran danfungsi pengawasan intern dan pengawasanekstern belum dapat mendorong terwujudnyapemerintahan yang baik (good government).Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagaisebagai lembaga pengawas internalPemerintah Kabupaten Serdang Bedagai , yangkelembagaannya dibentuk dengan PeraturanDaerah Kabupaten Serdang Bedagai  Nomor 3Tahun 2010 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Serdang BedagaiNomor 18 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah Pemerintah KabupatenSerdang Bedagai, tugas dan kewenangannyadiatur dalam Peraturan Bupati SerdangBedagai  Nomor 14 tahun 2008 tentang Tugas
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Pokok dan Fungsi Inspektorat KabupatenSerdang Bedagai.Sesuai dengan peraturan tersebutInspektorat Kabupaten Serdang Bedagaimempunyai tugas pokok sebagai pelaksanapemerintahan daerah di bidang pembinaandan pengawasan. Untuk melaksanakan tugaspokok tersebut inspektorat kabupatenmempunyai fungsi untuk merencanakanprogram pengawasan, perumusan kebijakan,pemeriksaan, pengusutan, pengujian danpenilaian dalam tugas pengawasan sertamalakukan pembinaan dan pengendalian ataspengelolaan keuangan, perlengkapan, danperalatan Pemerintah Kabupaten SerdangBedagai.Peran Inspektorat Kabupaten SerdangBedagai dalam melakukan pengendalian danpengawasan pengelolaan keuangan daerahsangat menentukan keberhasilan pengelolaankeuangan daerah, sehingga dapat memacuperkembangan pembangunan. Apabilapelaksanaan tugas pokok dan fungsiInspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dapatberjalan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku dengandidukung sumber daya yang memadai, makasangat diharapkan akan terjadi pengelolaankeuangan yang akuntabel, transparan dan jauhdari tindakan penyimpangan. Jika terjadipenyimpangan dapat dilakukan deteksi sertadilakukan tindakan penyelesaiannya. Namunkenyatannya dalam melaksanakan tugas danfungsinya sesuai kewenangan yang ada,Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagaidihadapkan pada berbagai kendala yangmempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugaspokok dan fungsinya, sehingga hasilpengawasan belum memperoleh hasil yangoptimal.Hasil pembinaan dan pengawasan yangdilaksanakan aparat Inspektorat KabupatenSerdang Bedagai pada periode satu tahunanggaran dalam bentuk Laporan HasilPemeriksaan (LHP). Namun kualitas laporantersebut masih kurang dapat dipercaya. Hal ini

disebabkan masih banyaknya temuan hasilpemeriksaan yang tidak terdeteksi oleh aparatInspektorat, akan tetapi ditemukan olehaparat pengawas eksternal yaitu BPK danopini atas LKPD Pemerintah KabupatenSerdang Bedagai  yaitu Tidak MemberikanPendapat (Disclaimer). Dari opini tersebutBPK RI menemukan banyaknya kelemahanterutama dalam Sistem Pengendalian Internatas pelaporan keuangan dan ketidakpatuhanserta kecurangan terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.Hal di atas menjadi sebuah fenomenayang menarik untuk diteliti bahwa PemerintahKabupaten Serdang Bedagai yang sedangmenggalakkan perwujudan pemerintahanyang baik dan bersih dengan salah satunyamengoptimalkan pengawasan sebagai pilardasar dalam mengontrol pemerintahan namunkenyataannya justru masih ada ditemukanpenyelewengan pemerintahan oleh lembaga diluar pengawas internal di daerah, berartiasumsinya pengawasan yang dilakukan tidakberjalan oleh Inspektorat Daerah. Hal inimenimbulkan pertanyaan bagaimana kinerjaInspektorat Kabupaten Serdang Bedagaimelalui fungsi pengawasan yang dimilikinyaselama ini dalam mengawasi internalpemerintahan sendiri, adakah pengawasanyang dilakukan itu dijalankan.Penyelenggaraan pengawasanmerupakan wujud kebijakan di bidangpengawasan. Pelaksanaan kebijakanmerupakan faktor yang paling penting bagikeberhasilan sebuah kebijakan, tanpadilaksanakan kebijakan publik hanya akanmenjadi dokumentasi belaka. Disamping itu,hal lain yang penting juga dalam pelaksanaankebijakan adalah tidak semua kebijakan yangtelah diambil dan disahkan oleh pemerintahdengan sendirinya akan dapat dilaksanakansesuai dengan tujuan kebijakan itu(Sumarsono, 2005:23).Secara singkat dapat dijelaskan bahwapermasalahan yang terjadi selama ini diKantor Inspektorat Daerah Kabupaten
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Serdang Bedagai dalam rangka menjalankanfungsi pengawasan terhadap APBD adalahsebagai berikut: Pertama Independensi dariInspektorat Daerah sebagai lembaga yangmelakukan fungsi pengawasan belummaksimal. Kedua fungsi pengawasan dariInspektorat Daerah dalam pelaksanaanpembangunan infrastruktur di KabupatenSerdang Bedagai belum kelihatan. Ketigaproses pengembangan dan peningkatansumber daya manusia baik secara kualitasmaupun kuantitas aparat pengawas yang adadi Inspektorat Daerah sebagai lembaga yangmelakukan fungsi pengawasan perludiperhatikan. Karena sesuai dengan faktabahwa jumlah aparat pengawas yangmelakukan fungsi pengawasan masih kurangdan minim tidak sebanding dengan jumlahobjek yang akan diawasi dilingkunganPemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.Kondisi ini tentunya menjadi kendala danmasalah yang harus dihadapi oleh aparatpengawas yang ada di Inspektorat DaerahKabupaten Serdang Bedagai. Keempatketersediaan sarana dan prasaranapendukung yang belum memadai dantentunya permasalahan ini akan berdampakpada kinerja dari Inspektorat Daerah dalammelakukan fungsi pengawasan.Berdasarkan uraian di atas makapenelitian tesis ini mengambil judul tentang"Fungsi Pengawasan Inspektorat KabupatenSerdang Bedagai (Studi Tentang PengawasanAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2014 Pada Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan MasyarakatKabupaten Serdang Bedagai)"
METODE PENELITIANMetode penelitian dapat diartikansebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikanmasalah ilmu atau praktis. Penentuan suatumetode yang digunakan dalam penelitian akanmenentukan kadar ilmiah hasil penelitianyang dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya, penelitian yang digunakan olehpeneliti adalah jenis penelitian kualitatif yangmerupakan metode penelitian yang digunakanuntuk meneliti pada kondisi obyek alamiahdimana peneliti adalah instrumen kunci.Sedangkan bentuknya yaitu denganmenggunakan penelitian deskriptif kualitatifmerupakan metode yang tertuju padapemecahan masalah yang ada pada masasekarang. Dalam prakteknya tidak terbataspada pengumpulan dan penyusunanklasifikasi data saja tetapi juga menganalisisdan menginterprestasikan tentang arti datatersebut. Itulah alasan mengapa penelitimengambil penelitian deskriptif kualitatif.Dalam penelitian mengenai fungsipengawasan fungsional di InspektoratKabupaten Serdang Bedagai terhadap APBDtahun 2014, peneliti menggunakan metodekualitatif dengan pendekatan deskriptif.Dengan demikian melalui penelitiandeskriptif kualitatif ini hanya berusaha untukmenggambarkan permasalahan yang adadalam kaitannya dengan implementasikebijakan program dan fungsi pengawasanfungsional di Inspektorat Kabupaten SerdangBedagai, dan kemudian menganalisanyasampai pada suatu kesimpulan absolut. Dalampenelitian ini peneliti mencoba untukmencermati individu atau sebuah unit secaramendalam, tujuannya adalah untukmempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang dan interaksisuatu unit sosial.Moleong berpendapat bahwa penjelasandari teknik pengumpulan data, yaitu: 1)Sebagai peneliti kualitatif, tugas anda adalahmenembus pengertian akal sehat
(commonsense understanding) tentangkebenaran dan kenyataan. Apa yangkelihatannya keliru atau tidak konsistenmenurut perspektif dan logika anda, mungkinmenurut subyek anda tidak demikian. Dan,kendati anda tidak harus sependapat denganpandangan subyek terhadap dunia ini, andaharus dapat mengetahui, menerima dan
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menyajikan pandangan mereka itu sebaimanamestinya (Moleong: 2005:19).Jenis data yang dikumpulkan merupakandata primer dan data sekunder. Sebagai dataprimer dalam penelitian ini berupa kata-katadan tindakan orang-orang yang diamati darihasil wawancara dan observasi berperanserta. Sedangkan data-data sekunder yangdidapatkan berupa dokumen tertulis, gambardan foto-foto. Teknik pengumpulan data yangdigunakan merupakan kombinasi daribeberapa teknik, yaitu: Observasi atau yanglebih umum dikenal dengan pengamatanmenurut Moleong adalah kegiatan untukmengoptimalkan kemampuan peneliti darisegi motif, kepercayaan, perhatian, perilakutidak sadar, kebiasaan dan sebagainya(Moleong, 2005:126). Dalam penelitian ini,teknik observasi/pengamatan yang digunakanadalah observasi berperan serta (observation
participant).Ada beberapa alasan mengapa dalampenelitian ini memanfaatkan teknikobservasi/pengamatan: a) Teknik inididasarkan pada pengalaman secara langsung,b) memungkinkan melihat dan mengamatisendiri, kemudian mencatat perilaku dankejadian sebagimana yang terjadi padakeadaan sebenarnya, c) memungkinkanpeneliti mencatat peristiwa dalam situasi yangberkaitan dengan pengetahuan proporsionalmaupun pengetahuan yang langsungdiperoleh dari data, d) sering terjadi adakeraguan pada peneliti, jangan-jangan padadata yang didapatnya ada yang bias, e)memungkinkan peneliti mampu memahamisituasi-situasi yang rumit, karena harusmemperhatikan beberapa tingkah laku yangkompleks sekaligus. F) dalam kasus-kasustertentu dimana teknik komunikasi lainnyatidak dimungkinkan, pengamatan dapatmenjadi alat yang sangat bermanfaat(Moleong: 2005:126).Dokumen merupakan salah satu sumberdata sekunder yang diperlukan dalam sebuahpenelitian. Menurut Guba & Lincoln dokumen

adalah setiap bahan tertulis ataupun film,gambar dan foto-foto yang dipersiapkankarena adanya permintaan seorang penyidik(Moleong, 2005:126). Selanjutnya studidokumentasi dapat diartikan sebagai teknikpengumpulan data melalui bahan-bahantertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baikberupa prosedur, peraturan-peraturan,gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupafoto ataupun dokumen elektronik (rekaman).Analisis data dalam penelitian inimenggunakan model interaktif yang telahdikembangkan oleh Miles dan Huberman,yaitu selama proses pengumpulan datadilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya;reduksi data (data reduction), penyajian data
(data display) dan verifikasi (verification).Pada prosesnya peneliti akan melakukankegiatan berulang-ulang secara terus-menerus. Ketiga hal utama itu tersebutmerupakan sesuatu yang jalin-menjalin padasaat sebelum, selama dan sesudahpengumpulan data.
HASIL DAN PEMBAHASANKantor Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Daerah KabupatenSerdang Bedagai merupakan unsur pelaksanaPemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpinoleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada KepalaDaerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.Pada hakikatnya Kantor KesbangPolinmas ini berkaitan erat denganpencapaian pembangunan daerah yaitumenuju masyarakat yang aman, damai, adildan demokratis. Sesuai dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai periodetahun 2006-2010, Kantor KesbangpolinmasKabupaten Serdang Bedagai telahmelaksanakan keseluruhan program yangtelah dicanangkan dengan baik. DimanaKantor Kesbanpolinmas Kabupaten Serdang
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Bedagai ini memiliki skala priorias sejumlahprogram yang telah dilaksanakan.Pertama adalah bidang Kesatuan Bangsabanyak menangani masalah organisasimasyarakat dan OKP termasuk didalamnyamengenai pendaftaran Ormas dan OKP hinggamengeluarkan sertifikat keabsahan Ormas danOKP tersebut. Salah satu bentuk pelayananmasyarakat ini dilakukan berdasarkan tugasdan pokok fungsi dari Kesatuan Bangsa itusendiri. Namun demikian ada beberapaprogram kegiatan yang menjaditanggungjawab bidang Kesatuan Bangsa ini,yaitu: a) Pengembangan WawasanKebangsaan. Program ini diisi dengan kegiatantemu ramah dengan pejuang dan veteran.Bertujuan untuk menghargai jasa parapejuang dan veteran sehingga tercipta rasanasionalisme bangsa yang tinggi. Hal inipenting bagi membentuk generasi muda yangpaham sejarah dan memiliki semangat juangdi era globalisasi ini dan tidak tergerus denganderasnya arus modernisasi. b) Napak TilasBagi Ormas dan OKP, Program ini rutindilaksanakan setiap tahun yaitu denganmenyusuri (napak tilas) tempat-tempat yangdianggap memiliki nilai sejarah. Dalam hal inisungai Ular menjadi tempat yang wajibdikunjungi. Tujuan dari kegiatan ini adalahuntuk membentuk rasa nasionalisme dari paraOrmas dan OKP sehingga mereka tidakterprovokasi dengan hal-hal yang negatif.Diharapkan meski keberadaan Ormas dan OKPsangat beragam namun tetap memiliki satuvisi kebangsaan yang dapat mencegahterjadinya perpecahan. c) PemantapanWawasan Kebangsaan Masyarakat danKewaspadaan Nasional, program ini berisikegiatan manajemen penyelesaian konfliksosial di kabupaten Serdang Bedagai.Kedua adalah bidang Politik tugasintinya adalah pada penanganan masalahaktual. Persoalan politik dan dinamikanyamenjadi pokok pembatasan dari bidang ini.Merupakan bidang yang sangat penting didalam kancah pembangunan di daerah

Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk tugas danpokok fungsinya bidang politik memilikibeberapa program kegiatan utama yaitu: a)Pendidikan Politik kepada Masyarakat.Pendidikan politik bertujuan agar masyarakatlebih memahami dan peduli terhadap hal-haldan fenomena politik yang terjadi di sekitarmasyarakat. Masyarakat Serdang Bedagaisebagai bagian dari Negara Kesatuan RepublikIndonesia harus dapat berperan aktif untukberpartisipasi dalam kegiatan dan isu-isupolitik yang terjadi. b. Penunjang TerhadapKomunitas Inteligen Daerah (Kominda).Permasalahan-permasalah yang terjadi dimasyarakat tidak terlepas dari masalah sosialdan politik Namun isu-isu itu perlumendaptkan perhatian untuk tetap menjagastabilitas keamanan di Kabupaten SerdangBedagai. Untuk menjaga keamanan danstabilitas sosial dan politik di KabupatenSerdang Bedagai di perlukan koordinasiantara beberapa instansi yang terkait untukmembahas isu-isu yang ada dan memperkuatkerjasama demi mendukung program ini.Kegiatan ini berlangsung dalam bentukpertemuan-pertemuan dengan instansi-instansi terkait di jajaran PemerintahanSedang Bedagai. c. Komunitas InteligenDaerah (Kominda). Program KomunitasIntelijen Daerahperlu di dukung olehPemerintah Kabupaten Serdang Bedagaidalam bentuk bantuan melalui APBN. Bantuanpenunjang ini bertujuan untuk menunjangoperasional kegiatan. d. Pembentukan FKDMSerdang Bedagai. Masyarakat perlu berperanaktif dan peduli terhadap hal-hal yangmenggangu keamanan lingkungannya dariancaman-ancaman yang ada dari dalam dandari luar. Dengan adanya kewaspadaan inimaka hal-hal yang mengganggu keamanan diKabupaten Serdang Bedagai akan dapat diantisipasi sedini mungkin untuk dapat di atasiagar tidak mengancam keamanan masyarakatSerdang Bedagai.e. Analisis Situasi Sosial Politik.Permasalahan masyarakat di Kabupaten
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Serdang Bedagai tidak terlepas dari konflik dibidang sosial dan politik. Permasalahan iniperlu dilakukan analisa-analisa yangmendalam agar isu-isu yang terdapat dalammasyarakat dapat ditemukan akarpermasalahannya dan solusinya. Denganadanya analisa situasi politik ini maka akandapat di ketahui permasalahan- permasalahanyang berkembang di masyarakat SerdangBedagai.Ketiga adalah Bidang PerlindunganMasyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat(Linmas) ini memiliki dua program utamasetiap tahunnya yaitu: a. Sosialisasibahaya narkoba khususnya di kalanganpelajar di Kabupaten Serdang Bedagai. Hasilpencapaian pada program kegiatan ini adalahterciptanya generasi muda di KabupatenSerdang Bedagai yang bebas/ bersih darinarkoba serta meningkatnya pengetahuan dankesadaran para pelajar akan bahaya narkoba.Hal ini disebabkan generasi muda adalahgenerasi penerus bangsa yang harusnya bisadiandalkan dalam proses pembangunansehingga harus bersih dari salah satu musuhbesar bangsa yaitu narkoba. Adapun kegiatanini dilakukan di sekolah-sekolah setingkatSMA di Kabupaten Serdang Bedagai secarabergiliran. Diharapkan seluruh elemen dapatsekolah dapat tersentuh oleh kegiatansosialisasi bahaya narkoba ini. b. PelatihanTaruna Siaga Bencana Gagana KabupatenSerdang Bedagai. Pelatihan ini rutin dilakukansebagai wujud kepedulian pemerintah daerahKabupaten Serdang Bedagai akan bencanaalam yang dapat terjadi kapan saja. KesigapanTagana dalam upaya penyelamatan pertamapada korban bencana alam menjadi tolok ukurkesigapan pemerintah daerah KabupatenSerdang Bedagai dalam menangani masalahbencana alam. Disamping itu, Tagana jugadiberi pengetahuan lebih banyak bukan sajadalam hal First Aid tapi juga bagaimana upayapencegahan yang harus dilakukan masyarakatagar dapat menekan terjadinya bencana alam.Hasil pencapaian program kegiatan ini adalah

terbentuknya Tagana Kabupaten SerdangBedagai yang sigap, terlatih dan tanggapdalam penyelamatan pertama pada korbanbencana alam di Kabupaten Serdang Bedagai.Visi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik DanPerlindungan Masyarakat Kabupaten SerdangBedagai: Terwujudnya persatuan dankesatuan bangsa serta perlindunganmasyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yangreligius, demokratis dan taat pada hukum.Agar tidak menimbulkan persepsi yangberbeda bagi semua pihak yangberkepentingan dengan Renstra, makadipandang perlu dijelaskan makna darikalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut: 1)Mempersiapkan wawasan Kebangsaanmasyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. 2)Mendorong peningkatan peran serta Supradan Infra struktur politik. 3) Meningkatkankualitas aparatur pemerintah dan masyarakatdalam menggulangi bencana alam danpenanggulangan efek negative dari pengungsi.4) Mendorong situasi dan kondisi tentrambagi masyarakat Serdang Bedagai. 5)Mewujudkan kehidupan yang demokratis diKabupaten Serdang Bedagai.Untuk memenuhi visi tersebut,pemerintah menjabarkan ke dalam misiKantor Kesatuan Bangsa Politik DanPerlindungan Masyarakat Kabupaten SerdangBedagai tahun 2011 sampai dengan tahun2015 yaitu: 1) Mendayagunakan potensiSumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alamsecara optimal dalam konsep otonomi dengantetap berada dalam bingkai wawasan nasionaldan wawasan kebangsaan. 2) Menegakansupremasi hukum guna terciptanya iklim yangkondusif bagi pemerintah yang bersih danberwibawa, kegairahan, dan berkembangnyakehidupan sosial kemasyarakatan. 3)Memanfaatkan dinamika kemajemukanmasyarakat serdang bedagai sebagai faktorpendukung terbinanya masyarakat kooperatifdan kompetitifKantor Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang
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Bedagai mempunyai tugas tertentu membantuKepala Daerah dalam penyelenggaraan tugasdalam bidang Kesatuan Bangsa, politik danPerlindungan Masyarakat di KabupatenSerdang Bedagai.Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud, Kantor KesatuanBangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDaerah Kabupaten Serdang Bedagaimempunyai fungsi: 1) Perumusan kebijakanteknis di bidang Kesatuan Bangsa, politik danPerlindungan Masyarakat. 2) Pelayananpendukungan penyelenggaraan PemerintahKabupaten Serdang Bedagai.Susunan organisasi Kantor KesatuanBangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDaerah Kabupaten Serdang Bedagai terdiriatas: 1) Kepala Kantor, 2) Sub Bagian TataUsaha dan Akuntabilitas, 3) Seksi KesatuanBangsa, 4) Seksi Perlindungan Masyarakat, 5)Seksi Penanganan Masalah Aktual, 6)Kelompok Jabatan Fungsional.Pengawasan merupakan salah satuaspek penting dalam penyelenggaraanPemerintahan karena dengan adanyapengawasan, maka tingkat penyelewengandapat ditekan serendah mungkin sehinggapencapaian tujuan suatu organisasi dapatterealisasi sebagaimana mestinya. Sistemorganisasi akan mengalami ketimpanganketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidakberjalan sebagaimana mestinya.Dasar hukum dalam pelaksanaanpelaksanaan pengawasan adalah mengacupada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah duakali mengalami perubahan dan yang terakhiradalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah yang diperkuat olehperaturan pemerintahan No. 20 Tahun 2001tentang pembinaan dan pengawasan ataspenyelenggaraan pemerintah daerah,Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001tentang tata cara pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah danKeputusan Menteri No. 41 Tahun 2001tentang pengawasan represif kebijakandaerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 Tentang Pemerintahan sebagaimanatelah beberapa kali diubah menyatakanbahwa: 1) Pengawasan atas penyelenggaraanpemerintah daerah dilaksanakan olehpemerintah yang meliputi: a. Pengawasan ataspelaksanaan urusan pemerintah di daerah. b.Pengawasan terhadap peraturan daerah danperaturan kepala daerah. 2) Pengawasansebagaimana dimaksud di atas dilaksanakanoleh aparat pengawas intern pemerintahsesuai peraturan perundang-undangan. 3)Penyelenggaraan Pemerintahan daerah lebihditujukan dalam meningkatkaan kinerjapembangunan disetiap sektor. Oleh karenanyasalah satu cara yang dilakukan Pemerintahdaerah didalam pencapaian kinerjapembangunan adalah melalui pengawasan,dimana fungsi pengawasan merupakankegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yangdilakukan oleh aparat Pemerintahan daerahtidak sesuai dengan kondisi yang telahdirencanakan sebelumnya, dan selain itudilakukan tindakan korektif dari hasilpekerjaan yang tidak sesuai dengan yangdirencanakan.Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagaisebagai salah satu penggerak fungsipengawasan internal yang bertanggung jawablangsung kepada Bupati terkaitpenyelenggaraan Pemerintahan daerahmemiliki beberapa fungsi diantaranya,melakukan pemeriksaan, pengujian danpengusutan terkait kinerja Pemerintahandaerah dan badan usaha milik daerah sertausaha lainnya.Melihat begitu pentingnya peran sertafungsi Inspektorat Kabupaten SerdangBedagai  maka perlu dilakukan penelitianmengenai efektivitas pelaksanaan fungsidaripada Inspektorat Kabupaten SerdangBedagai , hal ini bertujuan untuk mengetahuisejauh mana pelaksaaan fungsi Inspektorat
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Kabupaten Serdang Bedagai, dimana padapelaksanaan fungsinya akan difokuskan padatiga aspek yaitu pemeriksaan, pengujian danpengusutan, dan adapun masing-masingfungsi pengawasan Inspektorat KabupatenSerdang Bedagai akan diuraikan sebagaiberikut: Dalam melakukan pemeriksaan olehInspktorat Kabupaten Serdang Bedagai , makaruang lingkup dalam pemeriksaan akanditekankan pada pengawasan aparaturPemerintah daerah, pelaksanaanpembangunan daerah, pengawasan dalambidang keuangan, serta kesejahtraan sosial,adapun yang menjadi alasan dilakukannyapemeriksaan adalah untuk menilai apakahtidak ada penyimpangan dalam pelaksanaanaktivitas yang dilakukan oleh keempat bidangPemerintahan daerah (bidang aparatur,pembangunan, keuangan, dan bidangkesejahtraan sosial) dan selain itu dapatdilakukan tindakan perbaikan dalampelaksanaan aktivitas Pemerintahan diKabupaten Serdang BedagaiPenilaian efektivitas dalam melakukanpemeriksaan khususnya di kantor InspektoratKabupaten Serdang Bedagai , sesuai denganhasil wawancara dengan auditor Ahli madyaInspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yaitusebagai berikut: Pelaksanaan pemeriksaandalam pelaksanaan pembangunan selama inisudah terkoordinasi dengan baik, karenatemuan yang kita temukan dilapangan kitabandingkan dengan data yang sudah adasehingga kalau ada ketidakcocokan dengandata sebelumnya langsung dilakukan tindaklanjut ditempat.Berdasarkan hasil penelitian mengenaiefektivitas pelaksanaan pemeriksaan danhubungannya dengan fungsi pengawasan yangdijalankan di kantor Inspektorat KabupatenSerdang Bedagai, maka penilaian berikutnyaialah efektivitas pengujian di dalam penerapanfungsi pengawasan khususnya pada kantorInspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.Efektivitas pelaksanaan pengawasanselain daripada pemeriksaan dan pengujian,

juga ditunjang oleh adanya pelaksanaanpengusutan. Oleh karena itu perlu ditunjangoleh adanya penilaian mengenai efektivitaspelaksanaan pengusutan dan hubungannyadengan fungsi pengawasan kinerjaPemerintah daerah.Dalam Undang-undang. No. 22 tahun2009 dan undang-undang No. 20 tahun 2001pasal 11 tentang Inspektorat melakukanpengawasan terhadap penyelenggaraanpengawasan fungsional terhadappenyelenggaraan Pemerintahan daerah danpengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sertausaha lainnya. Kemudian aktivitas yangdilakukan adalah dengan melakukanpemeriksaan, pengujian pengusutan danpenilaian atas kinerja perangkat daerah sertabadan usaha milik daerah serta usaha lainnya.Perlu ditambahkan bahwa di dalammelakukan aktivitasnya sebagai pengawasfungsional terhadap penyelenggaraanPemerintahan daerah maka terdapat beberapafaktor yang mempengaruhi Inspektorat didalam melakukan fungsinya sebagai pengawasfungsional, adapun faktor–faktor tersebutmeliputi aparat pengawas serta sarana danprasarana penunjang.Dalam kaitannya dengan uraian tersebutdiatas maka dari hasil wawancara denganInspektur Kabupaten Serdang Bedagai, beliaumengatakan bahwa: Kualitas suatupengawasan terhadap penyelengaraanPemerintahan daerah sangat bergantung padakompetensi daripada aparatur pengawas itusendiri dan di samping itu didukung juga olehsarana dan prasarana yang meemadai didalammelakukan pengawasan.Dari hasil wawancara dengan bapakInspektur Kabupaten   Serdang Bedagai  makadapat ditarik kesimpulan bahwa didalampenyelenggaraan Pemerintahan daerah,kualitas aparatur pengawas serta sarana danprasarana menjadi faktor penting di dalammenunjang kualitas pelaksanaan pengawasanyang baik.
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Dalam penelitian ini pembahasan difokuskan pada penilaian efektivitaspelaksanaan fungsi Inspektorat KabupatenSerdang Bedagai. Dimana suatu pelaksanaanpengawasan dapat berjalan efektif jikaditunjang dengan ketepatan waktu, obyektif,realistis, terfokus, unsur keakuratan data danterkoordinasi. Oleh karenanya, dalampembahasan digunakan dalam meningkatkanefektivitas pelaksanaan pemeriksaan,pengujian dan pengusutan, dalam melakukanpenilaian efektivitas fungsi pengawasan yangmenjadi titik pokok dalam pembahasan adalahefektivitas pelaksanaan pemeriksaan,pengujian, dan pengusutan terhadappenyelenggaraan Pemerintah daerahkhususnya di Kabupaten Serdang Bedagai.Hasil penilaian mengenai efektivitasdalam pemeriksaan atas penyelenggaraanPemerintah daerah yang selama ini dilakukansudah efektif, dengan alasan karenapelaksanaan pemeriksaan kinerjaPemerintahan daerah yang selama ini telahsesuai dengan apa yang telah direncanakan.Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktupemeriksaan yang sudah tepat waktumeskipun untuk daerah-daerah tertentumasih ada keterlambatan seperti di daerahpedalaman yang dikarenakan beberapa faktordiantaranya faktor cuaca yang seringkali tidakmendukung dan juga sarana pendukungseperti tarnsportasi yang digunakan masihterbilang tradisional, sehingga waktu yangditempuh tidak bisa diperkirakan. Hal inilahyang menjadi salah satu penyebabketidaktepatan waktu yang ditempuhsehingga data yang ingin disampaikan untukdaerah-daerah pedalaman sehingga perludiberikan solusi yang efektif sehingga dapatlebih meminimalisir lagi tingkatketerlambatan didadalam pengumpulan data-data. Kemudian jika dilihat dari efektivitaspelaksanaan pengujian dari masing-masingbidang pengujian dari masing-masing bidangpenyimpangan yang telah ditelusuri, sudah

ditunjang dengan ketersedian data yangakurat dan dalam hal ini dapatdipertanggungjawabkan, sehingga dengandemikian dapat dijadikan sebagai pedoman didalam melakukan penyelidikan lebih lanjut,selain itu pengujian yang telah dilaksanakansudah transparant dan sesuai dengan hasilpemeriksaan yang ada, hal ini ditunjangdengan keberhasilan Inspektorat KabupatenSerdang Bedagai meraih WTP (wajar tanpapengecualian) sebagai wujud profesionalismekerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.Selanjutnya, dilihat dari segi efektivitasdalam pengusutan, dalam hal pengusutandapat dilihat dari ketepatan waktu didalammelakukan penyelidikan dianggap sudahefektif dan sesuai dengan yang diharapkan.Keberhasilan dalam pengusutan ini ditunjangdengan pelaksanaan pemeriksaan danpengujian yang dijadikan sebagai dasar ataupedoman di dalam melakukan pengusutansudah tepat waktu, sehingga apa yang telahdirencanakan dapat berjalan sesuai denganyang telah direncanakan sebelumnya.Dilihat dari faktor–faktor yangmempengaruhi  kelancaran fungsipengawasan khususnya InspektoratKabupaten Serdang Bedagai   dari segi kualitassumber daya manusianya yang berdampakpada kinerja pengawasan yang lebih efektifdan efisien, hal ini ditunjukkan olehInspektorat Kabupaten Serdang Bedagai,ditengah kurangnya kuantitas para pengawasdi kantor Inspektorat Kabupaten SerdangBedagai  tidak menurunkan kualitaspengawasan Inspekktorat Kabupaten SerdangBedagai,  faktor selanjutnya yang dapatmempengaruhi kelancaran fungsi pengawasanInspektorat Kabupaten Serdang Bedagai  ialahsarana dan prasarana penunjang, masihkurangnya sarana dan prasarana dalambeberapa hal, terntunya memiliki dampakyang cukup signifikan pada pelaksanaanpengawasan yang dilakukan oleh InspektoratKabupaten Serdang Bedagai . Akan tetapiterlepas dari itu semua, rasa tanggungjawab
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para pengawasan yang terlibat langsungdalam melakukan pemeriksaan, pengujian,dan pengusutan sudah menggambarkankeberhasilan dalam hal pengawasan karenajika lihat dari ketepatan waktu dan keakuratandata yang di laporkan sudah sesuai denganfakta yang ada dilapangan.
SIMPULANBerdasarkan atas hasil analisis danpembahasan mengenai pelaksanaan fungsiInspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yangtelah di paparkan sebelumnya, maka dapatdisimpulkan bahwa pelaksanaan sistempengawasan yang dilihat dari segipemeriksaan, pengujian, dan pengusutansudah berjalan dengan efektif, hal ini dapatdilihat dari segi ketepatan waktu dalammelakukan pengawasan, serta keakuratandata yang dilaporkan Inspektorat KabupatenSerdang Bedagai dengan data yang ada dilapangan. Faktor yang mempengaruhi sebagaifaktor penghambat  daripada pelaksanaanpenyelenggaraan fungsi pengawasan yangdilakukan Inspektorat Kabupaten SerdangBedagai  yang pertama  dari segi aparaturpengawas, yaitu masih  kurangnya sumberdaya manusia yang ada dikantor InspektoratKabupaten Serdang Bedagai yang berdampakpada waktu penyelenggaraan pengawasan.Kedua dari segi sarana dan prasarana yangturut mempengaruhi kinerja InspektoratKabupaten Serdang Bedagai, sehingga masihmemiliki dampak yang sangat besar terhadapkelancaran dari suatu proses pengawasan.
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